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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan  
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin s es dan ye 
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ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya y ye 
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َْفي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
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3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... 
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 َو 
Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
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 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
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huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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   ABSTRAK 
Nama  :   Nur Ilmi Wahab 
NIM   :   10100114135  
Judul :  Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian Qabhla 
Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No. 
517/Pdt.G/2015/PA.Mrs) 
 
Skripsi ini membahas tentang proses Sengketa Pengembalian Mahar 
Dalam Perceraian Qabhla Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan 
No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs)? selanjutnya yang menjadi sub masalah dalam 
penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian sengekata pengembalian 
mahar perceraian qablha dukhul pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, 2)  
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi waris dalam putusan 
No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. 
Adapun sumber data penelitian ini yaitu Putusan perkara No. 
517/Pdt.G/2015/PA.Mrs, Hakim Anggota, Dan Hakim Mediator.  Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi.   
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penyelesaian sengketa 
pengembalian mahar dalam perceraian qabhla dukhul akibat ketidakmampuan 
suami pada putusan No. 571/Pdt.G/2015/PA.Mrs. secara garis besar telah sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan Agama. di 
mana dalam proses perceraian tersebut suami selaku tergugat konvensi 
mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik) yaitu menuntut pengembalian 
mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan uang belanja sebesar 20 juta. kemudian 
dalam proses replik-duplik Istrinya menyanggupi pengembalian mahar berupa 
cincin 1,5 gram. Kemudian majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat 
konvensi Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat Konvensi, Muhammad 
Bayu bin H. Sholeh, terhadap Penggugat Konvensi, Fina binti Nardin. Selanjutnya 
dalam rekonvensi hakim memutuskan Menghukum Tergugat Rekonvensi (isteri) 
untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 (satu setengah) gram 
kepada Penggugat Rekonvensi (suami). Dengan pertimbangan hakim bahwa 
istrinya sendiri yang menyanggupi pengembalian mahar tersebut 
Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1). Bagi para pihak yang bersengketa  
dalam perkara perceraian terutama untuk suami sebaiknya tidak meminta 
pengembalian mahar perkawinan dan uang belanja. berhubung mahar itu sudah 
merupakan hak istri. 2).Kepada para penegak keadilan dan hukum, khususnya 
bagi hakim, agar dalam memutus sebuah perkara dapat memenuhi rasa keadilan di 
kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 28 (1) Undang-
undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.3). Bagi para alim 
ulama dan pejabat yang berwenang, agar adanya persosialisasian konsep mahar 
yang baik dan benar serta lebih terperinci yang ditujukan kepada lapisan 
masyarakat yang hendak melakukan pernikahan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-
Qur’an di jumpai ada beberapa ayat yang berbicara tentang perkawinan ,baik yang 
memakai  kata nikah  maupun yang menggunakan kata zawwaja (berpasangan). 
Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana 
seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan yang  itu dapat menjadi 
jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju 
kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah.
1
 
 Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaannya di karenakan 
memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca  perkawinan 
yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan 
memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah 
ditentukan tuhan.
2
 
Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena 
pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan 
keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi 
manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda 
sebagaimana makhluk  lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga 
                                                             
1
Mod.Idris Ramulyo, Hukum perkawinan islam, (Edisi ke-2; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
1996), h.176. 
2
Asghar Ali Enginer, Pembebasan Perempuan ,(Yogyakarta: LKIS,  2013), h..111. 
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yang bahagia dan kekal, sebagimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum/ 
30: 21.          
                          
                   
Terjemahnya: 
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”3 
Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut 
dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam 
pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata 
tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang 
memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat 
bersangkutan.
4
 
Adapun salah satu syarat sahnya pernikahan yaitu adanya mahar, mahar 
sering kali menjadi perbincangan yang sangat penting dalam melaksanakan 
pernikahan karena merupakan suatu kewajiban mempelai laki-laki untuk menikahi 
mempelai perempuan. 
 
                                                             
3
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: 
Abyan, 2014), h. 46 
4
Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 
1995), h.23. 
3 
 
Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita 
dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar 
(maskawin). Mahar hanya diberikan oleh Calon suami kepada calon istri, bukan 
kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang 
lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya 
sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Sebagaimna firman Allah dalam 
QS. Al-Nisa/ 4: 4. 
                            
        
Terjemahnya:  
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 
makanlah (ambilla) pemberian itu (sebagai mkanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya”.5 
 
Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib 
diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 
badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat 
lalu ia memberikan sebagian maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia 
memberikan sebagian  maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan .akan 
tetapi, bila istri dalam memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan 
tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, 
atau takut maka tidak halal menerimanya. karena mahar merupakan syarat sahnya 
                                                             
5
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: 
Abyan, 2014), h. 7 
4 
 
nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum 
memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai 
jalan untuk menjadikan istri senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada 
dirinya.
6
 
  Kalau suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya 
dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan 
seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalo 
dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila 
mahar tersebut masih ada, dan separuh lagi gantinya yang senilai dengan mahar 
yang dulu diberikannya telah habis.
7
 
Secara hukum formil isi dari putusan yang telah saya analisis menjelaskan 
tentang putusan cerai yang berupa cerai gugat. Akan tetapi, secara hukum 
materilnya amar dari putusan tersebut memutuskan untuk pengembalian mahar 
seutuhnya kepada pihak suami. Seharusnya jika putusan tersebut merupakan 
putusan perceraian yang Qabla Dukhul, maka akibatnya dari amar putusan 
tersebut diantaranya pengembalian mahar secara setengah dari jumlah yang di 
tentukan, namun dalam amar putusan tersebut pengembalian mahar dilakukan 
seutuhnya. 
Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat 
1 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut: 
 
                                                             
6
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 37-38 
7
Muhamad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab(Jakarta: Penerbit Lentera,2008), h. 
374 
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Pasal 35 ayat 1 
“Seorang suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar 
setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.  
Pasal 35 ayat 3 
“Apabila perceraian terjadi qablha al dukhul tetapi besarnya mahar belum 
ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”.8 
Dari keterangan dan dasar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan 
apabila terjadi perceraian qoblha al dukhul, suami wajib membayar separuh dari 
mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar 
mitsil apabila mahar belum ditetapkan. 
Dari penjelasan tersebut di atas jelas sekali bahwa terjadi ketimpangan 
atau ketidaksesuaian amar dari putusan tersebut ketika di pandang dari segi 
hukum formil dan materilnya. 
Berdasarakan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian 
Qabhla Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No.571/2015/PA. 
Mrs)” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai Sengketa 
Pengembalian Mahar Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan 
No.571/Pdt.G/2015/PA.Mrs ) 
                                                             
8
 Kompilasi Hukum Islam (Cet. Terbaru; Permata Pers), h. 10 
6 
 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan 
kekeliriun dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal 
dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang 
dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang 
menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 
2. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai 
ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi 
seorang istri kepada calon suami. 
3. Perceraian menurut KHI perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan 
perkawinan antara seorang pria dan wanita(suami-istri). 
4. Qabhla al dukhul yang di maksud disini adalah perempuan yang sudah 
menikah dan belum dicampuri oleh suaminya. 
5. Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan yang mengadili sengketa-
sengketa perdata orang-orang beragama Islam yang berdomisili di 
kabupaten Maros. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar perceraian 
qablha dukhul pada putusan No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs? 
7 
 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa 
pengembalian mahar qabhla dukhul pada putusan 
No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs? 
 
D. Kajian Pustaka  
Dalam kajian pustaka ini, masalah mediasi sesungguhnya telah banyak di 
tulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah menelusuri berbagai referensi yang 
berkaitan tentang pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu: 
1. Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara 
Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 2006. Dalam buku ini 
membahas hukum dalam perkawinan. Dalam setiap materi hukum yang 
dibicarakan dalam buku ini dijelaskan dengan lengkap, artinya hakikatnya; 
hukum dan dasar hukumnya baik al-Qur’an atau penjelasannya dari Hadist 
Nabi. Adanya aturan agama mengenai pernikahan khususnya dalam 
pemberian mahar yang dicontohkan Rasulullah SAW. 
2. Syamsidar syamsu, skripsi dengan judul “Mahar dan Uang Belanja Dalam 
Perkawinan di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, tahun 2004. 
Dalam laporan penelitian ini menjelaskan tentang mahar dan uang belanja 
dalam perkawinan di desa Nusa, Eksistensi mahar, Tinjauan syariat Islam 
Terhadap mahar dalam perkawinan di desa Nusa. 
3. Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. Fikih Munakahat Kajian fikih 
Nikah Lengkap, 2014. Buku ini membahas tentang pernikahan dan segala 
masalah yang terkait dari sebelum akad nikah sampai bubarnya rumah 
tangga. Bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa 
8 
 
rahmah, karena keluarga adalah unit terkecil hingga kemudian dari situ 
sebuah masyarakat yang baik akan muncul. Buku ini sangat lengkap 
karena memuat hampir semua permasalahan pernikahan secara terperinci. 
4. Darmiati,  skripsi dengan judul” Mahar dan Uang Belanja Dalam Adat 
Perkawinan Di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, 
tahun 2006. Dalam laporan penelitian ini menjelaskan tentang pengertian 
perkawinan, Hikma perkawinan, syarat-syarat mahar, Eksistensi mahar 
menurut pandangan masyarakat Desa Barae. 
5. Sudarmono Sasmono, S.Si dan Eri Marawijaya, MBA. Tuntunan Keluarga 
Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah, 2011. Buku ini membahas tentang 
pernikahan, persiapan menikah dalam perspektif syariah, hal-hal apa saja 
yang di pesiapkan dalam pernikahan termasuk persoalan mahar dan buku 
ini juga menjelaskan agar mempersiapkan keluarga yang sakinah 
mawaddah wa rahman walaupun masih berusia remaja. 
Dari beberapa literature seperti yang di kemukakan di atas, penulis merasa 
bahwa belum ada yang membahas secara rinci mengenai pengembalian mahar, 
tapi memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat yaitu mengenai mahar. Oleh 
karena itu, penulis merasa perluh untuk melakukan penelitian ini untuk dikaji 
lebih lanjut. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar 
perceraian qabla dukhul pada putusan No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa 
pengembalian mahar Qabla dukhul pada putusan No. 
571/Pdt.G/2015PA.Mrs. 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini dapat dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan 
gambaran baik secara umum maupun secara khusus mengenai 
pengembalian mahar perceraian qabla dukhul. Bagaiamanakah konsep 
dasar mahar yang baik dan benar dalam hukum perkawinan yang berlaku 
di Indonesia, serta pengaruh perceraian terhadap mahar yang telah 
diberikan.  
2. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada fakultas syariah 
dan Hukum Unversitas Negeri Alauddin Makassar dan juga menambah 
pengetahuan dan pengalaman penulisa agar mengembangkan ilmu yang 
telah di peroleh. 
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  BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Mahar Dalam Islam 
1. Pengertian Mahar 
Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: mahar, 
shadaq, nihlah, faridhh, hiba’, ujr, uqar, dan alaiq.1Keseluruhan kata tersebut 
mengandung arti pemberian wajib sebagi imbalan dari sesuatu yang di terima.
2
 
Mahar menurut kamus besar bahasa Indonesia , kata mahar artinya 
pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada 
mempelai perempuan ketika di langsungkan akad nikah.
3
 
Mahar, secara etimologi, artinya maskawin.Secara terminology, mahar 
ialah pemberian wajib calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seorang 
istri kepada calon suaminya.Atau, suatu pemberian yang di wajibkan bagi calon 
suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa 
(memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya). 
Imam syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib 
diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai 
seluruh anggota badannya.
4
 
                                                             
1
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoneia, (Cet.III, Jakarta, Kencana, 
2011) h. 84. 
2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoneia, h.85. 
3
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), h.696. 
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Menurut M. Ali Hasan, mahar ialah pemberian wajib berupah uang atau 
barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika 
dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting 
dalam proses pernikahan.
5
 
Masih banyak lagi definisi mahar yang dikemukakan oleh para ahli dalam 
kitab kitab fikih, namun redaksidan maksudnya tidak jauh beda dengan definisi-
definisi mahar diatas. 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa mahar 
adalah pemberianwajib dan menjadi hak mutlak mempelai perempuan setelah 
akad nikah dan wajib mempelai laki-laki memberikan keseluruhan. 
Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu 
ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. 
Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka 
tidak halal menerimanya.Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan 
Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hokum memberikannya 
adlah wajib.
6
 
Sementara inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) 
pada pasal 1 point (d) menyebutkan tentang pengertian mahar, mahar adalah 
pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai pria kepada calon 
                                                                                                                                                                       
4
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Cet: IV, Jakarta, Rajawali Pers, 
2014),,h.35-37. 
5
M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,  (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2006), h. 117. 
6
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 38 
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mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan 
dengan hukum Islam.
7
 
2. Dasar Hukum Mahar 
Mahar merupakan kewajiban suami untuk memberikannya kepada istri 
yang dinikahinya berdasarkan firman Allah swt.dan hadist Nabi SAW. 
a. Al-Qur’an 
Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan 
kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernapas lega, bahkan 
hanya seperti alat yang dipergunakan pemilikny dengan sekehendak hati. Ketika 
datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan 
yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan haknya untuk 
menikah serta bercerai, juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada 
mereka (kaum wanita).
8
  
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa:4/4 
                            
        
 
Terjemahnya: 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 
                                                             
7
Kompilasi Hukum Islam (Cet. Terbaru; Permata Pers), h. 1 
8
Kamil Muh.Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 411. 
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makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 
baik akibatnya”.9 
 
b. Hadist  
 
 َمَّلَس َو ِوْيَلَع مهَّللا ىَّلَص ِللها ِل وُس َر ىَىلإ ٌَةَأرْما ِتَءاَخ َلَاق ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ْنَع
 يِسْف َن ْنِم ُتْبَى َو َّنَِّإ تَلاَق َف ْنُكَت َْلَ ْنِإ اَهيُخ ُوَز ٌلُخَر َلاَق َف الًي ِوَط ْتَم اَق َف
اَهُقِلْصُت ٍءيَش ْنِم َكَدْنِع ْلَى َل َاق ٌةَج اَح َاِبِ َكَل  َلاَق َف ِيرَازِإالا إ يِدْنِع اَم َلَاق
 َلاَق َف اا ىْيَش ُدَجَأاَم َلاَق َف اا ىْيَش ْسِمَتْلاَف َكَل َرَازِإَلا َتْسَلَج ُهاَّيِإ اَه َتْيطَْعأ ْنِإ
 ْمَع َن َلاق ُءْيَش َِنا ْرُقْلا َنِم َكَعََمأ َلاَق َف ْدَِيَ ْمَل َفٍديِدَح ْنِم ااَتَ اَخ ْوَلَو ْسِمَتْلا
 َنِم َكَعَم َابِ اَهَكاَنْجَّوَز ْدَق َلاَق َف اَى ااَسَ ٍرَوُسِل اَذَك ُةَروُسَو اَذَك ُةَروُسَو اَذَك ُةَروُس
 َِناْرُقلا. )يراخبلاىار( 
           
Artinya:  
 
Di riwayatkan dari Sabal ibn Sa’ad, seorang perempuan datang kepada 
Rasulullah Saw, lalu berkata: “Sesungguhnya saya menyerabkan diri saya kepada 
engkau”. Lalu ia berdiri lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan 
berkata:“Kawinkanlah saya dengan perempuan itu jika engkau 
menginginkannya”. Rasulullah bertanya: “ Apakah engkau punya sesuatu untuk 
diberikan kepadanya sebagai mahar?”. Laki-laki tadi menjawab”Saya tidak punya 
apa-apa kecuali pakaian yang sedang saya pakai ini”. Rasulullah mengatakan: 
“Jika engkau berikan pakaian itu, tentu engkau tidak punya pakaian lagi. Karena 
itu carilah sesuatu yang lain”, Laki-laki itu menjawab: “saya tidak punya apa-apa 
lagi”. Rasulullah kembali menyuruhnya: “carilah sesuatu walaupun hanya cincin 
dan besi”. Tapi dia tidak tetap menemukannya. Akhirnya Rasulullah bersabda, “ 
Adakah padamu sesuatu dari Al-Quran?” Jawabnya: “Ada, saya menghafal surat 
ini dan surat itu”. Lalu dia menyebutkan beberapa surat Al-Quran. Kemudian 
Rasulullah bersabda: Kami kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan 
mahar apa yang ada padamu dari Al-Qur’an”. (H.R. Bukhari)10 
                                                             
9
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: 
Abyan, 2014), h. 7 
10
 Muhammad Ibn Isma’il Abu’ Abdullah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz. 6 (Cet. II: 
Bairut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407), h. 192.  
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Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar 
itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar kepada 
istri.Tidak ditemukan dalam literaturulama yang menempatkannya sebagai 
rukun.Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu 
perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah 
tidaksah.Bahkan ulama Zhahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah 
dipersyarakat tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.
11
 
Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi 
sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh 
mengambilnya.Hal ini dapat dipahami secara jelas ujung ayat 4 surah An-Nisa 
tersebut di atas.
12
 
Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan 
ulama, hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah.
13
 
Kalau ditinjau dari aspek normatif di atas maka bisa disimpulkan bahwa 
pemberian mahar boleh didasarkan pada nilai dan manfaat yang terkandung di 
dalamnya atau sesuai kebutuhan si perempuan saat itu seperti ketika Rasulullah 
memerdekakan shafiyah, maka kemerdekaannya itulah yang dijadikan mahar atau 
ketika seorang laki-laki sudah kepepet mau menikah sementara belum ada 
persiapan, maka barang yang ada boleh dijadikan mahar seperti ali hendak 
                                                             
11
.Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoneiah.87. 
12
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoneia, h. 87. 
13
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Cet: I, Jakarta: Prenadamedia Group, 
2016), h. 48 
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menikahi Fatimah. Meskipun demikian Ali juga menganjurkan bahwa kalau 
member mahal minimal sepuluh dirham. 
Sedangkan menurut Ibnul Qayim yang dinukil oleh Sayid Sabiq dalam 
mengomentari beberapa hadist tentang mahar tersebut “ kalau perempuan itu ridha 
diberikan mahar dengan bacaan hafalan al-Quran atau dengan kualitas keislaman 
seseorang maka itu lebih utama.
14
 
Selain di dalam Al-Quran dan hadist mahar juga di atur dalam Kompilasi 
Hukum Islam, sebagai sumber hukum yang berlaku dalam lingkungan Peradilan 
Agama dan bagi seluruh umat Islam Indonesia.Pasal 30 menjelaskan “calon 
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang 
jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
15
 
Mahar selain sebagai penghormatan terhadap wanita, iapun merupakan 
alat mempererat hubungan suami istri serta penyebab kasih sayang dan 
rahmat.Bahkan bagi suami, ia merupakan salah satu yang membuatnya berstatus 
qawamah (pemimpin) terhadap wanita.
16
 
Dibalik diwajibkannya pemberian mahar ada hikmanya diantaranya agar 
suami mempersiapkan dan membiasakan untuk menghadapi kewajiban materil 
berikutnya, karena mahar merupakan pemberian yang pertama dari seorang suami 
kepada isterinya, yang kemudian akan timbuk kewajiban materil lainnya yang 
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harus dilaksanakan oleh si suami selama masaperkawinan untuk kelangsungan 
hidup perkawinan itu.
17
 
Kemudian Yusuf Qardhawih menyatakan hikmah lainnya untuk di 
syariatkannya mahar adalah: 
a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan 
laki-laki yang di cari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan 
wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. 
b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena 
mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-qur’an 
diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai 
pembayar harga wanita. 
c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-
main dan perkara yang di permainkan. 
d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan 
memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam 
kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila 
suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia lebih bertanggung jawab dan 
tidak sewenang-wenang terhadap isterinya. 
e. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat 
dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan 
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isterinya sesukanya, serta untuk pengikat kasih sayang antara suami dan 
isteri.
18
 
3. Syarat-Syarat Mahar 
Mahar yang akandiberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. Harta berharga.  
Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada 
ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah 
disebut mahar. 
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. 
Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena 
semua itu haram dan tidak berharga. 
c. Barangnya bukan ghasab.  
Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun 
tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya 
kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya 
tetap sah. 
d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. 
Tidak sah mahar dengan memberikan barang tidak jelas keadaannya, atau 
tidak disebutkan jenisnya.
19
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4. Macam-Macam Mahar 
Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu: 
a. Mahar Musamma 
Mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar 
dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada 
waktu akad nikah. 
ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus 
diberikan secara penuh apabila: 
1) Telah bercampur (bersenggama). 
2) Salah satu dari suami-istri meninggal.20 
Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah 
bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, 
seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau 
hamil dari bekas suami lama.Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, 
hanya wajib dibayar setengahnya.
21
Mahar musamma sebaiknya diserahkan 
langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan 
kewajibannya.Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak 
diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan.
22
 
Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham.Kalau akad 
dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi 
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pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.Tetapi bila belum 
mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan 
melanjutkan perkawinan) atau mem- faskh akad, lalu membayar separuh mahar 
musamma.
23
 
b. Mahar Mitsli (Sepadan) 
Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat 
sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.Atau mahar yang diukur (Sepadan) 
dengan mahar yang pernah diterimah oleh keluarga terdekat, agak jauh dari 
tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status social, kecantikan, dan 
sebagainya.
24
 
Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu: 
1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau 
jumlahnya. 
2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak 
memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti 
maharnya adalah minuman keras. 
3) Suami ada yang menyebabkan mahar musamma, namun kemudian suami 
istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat 
diselesaikan.
25
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 Menurut Hanafi, mahar mitsil ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang 
serupa dari pihak suku ayah, bahkan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki, mahar 
tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut, baik fisik maupun 
moralnya, sedangkan syafi’I menganalogikanya dengan istri dari anggota 
keluarga,yaitu istri saudara dan paman. 
Sementara menurut Imamiyah mengatakan bahwa, mahar mitsil tidak 
mempunyai ketentuan dalam syara’.26 
5. Hilang dan Rusaknya Mahar 
Kewajiban membayar mahar telah berlaku semenjak terjadinya akad, 
namun tidak wajib untuk diserahkan pada waktu akad itu.Oleh karena itu, dapat 
terjadi keruskana atau kehilangan mahar antara dua waktu tersebut. 
Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah diterima 
oleh isteri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara 
sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab isteri.Bila ternyata isteri 
putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh 
mahar yang ditentukan.Dengan demikian, separuh mahar yang diterima oleh isteri 
itu menjadi hak suami.Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang 
demikian menjadi tanggungan istri.Bila mahar itu masih di tangan suami dan 
ternyata rusak atau hilang, maka nilainya menjadi tanggungan suami untuk 
membayarnya. 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar sebelum suami istri bergaul 
merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan dan 
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sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam pertambahan nilai, sedangkan 
menurut ulama Syafi’iyah suami bertanggung jawab atas mahar yang belum 
diserahkan dalam bentuk tanggung jawab akad dengan arti bila rusak atau hilang 
karena kelalaian suami ia wajib menggantinya, tetapi bila rusak atau hilang bukan 
karena kelalaiannya tidak wajib menggantinya. 
Ulama Hanabalah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam 
bentuk yang tertentu dan rusak sebelumnya diterima atau sesudahnya sudah 
menjadi tanggungan istri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas 
dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.
27
 
 
6. Hal-Hal yang Mempengaruhi Mahar 
Hal-hal yang mempengaruhi wujudnya sesuatu pada mahar, di antaranya 
pengurangan, penambahan, dan pengugurannya. 
a. Pengurangan dan penambahan Mahar 
Jika disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna 
akad, suami boleh menambah mahar sekendaknya selama ia seorang ahli derma 
dengan syarat istri menerima tambahan tersebut. 
b. Pengurangan Separuh Mahar 
Jika seorang suami menyebutkan mahar tertentu kepada istri, baik telah 
diterima atau belum diterima, baik penyebutannya pada waktu akad atau 
setelahnya, kemudian ditalak sebelum bercampur, baik telah terjadi bersunyian 
maupun tidak maka istri hanya berhak menerima separuh mahar saja.Berdasarkan 
firmn Allah QS. Al-Baqarah/2:237  
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                  
                     
                      
 
Terjemahnya: 
“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, 
Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali 
jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang 
memegang ikatan nikah”28 
 
Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, kewajiban separuh mahar dari 
yang telah disebutkan, jika terjadi talak sebelum bercampur dan dalam ayat tidak 
dibedakan antara penyebutannya di tengah-tengah akad atau   setelahnya. 
Demikian juga wajib seapruh mahar yang dianalogikan dengan hal 
tersebut di atas, perpisahan dari pihak suami, baik perpisahan itu karena talak atau 
fasakh (ada yang merusak). 
c. Pengguguran Mahar secara Sempurna 
Mahar digugurkansecara keseluruhan ketika terjadi pemisahan antara 
suami-istri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari pihak istri. 
Adapun penguguran mahar juga bias terjadi sebab pembebasan mahar yang di 
perintahkan istri yang sudah dewasa dan berakal kepada suami setelah 
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berhubungan, karena pembebasan itu adalah pengguguran, atau istri 
menghibahkan mahar kepada suami, demikian juga khulu’ setelah bercampur. 
Ibnu Qudamah berkata: “jika istri membebaskan mahar yang harus di 
bayar suami atau membebaskan sebagian, atau istri menghibahkan suami setelah 
diterima sebagai hadiah harta, hukumnya boleh dan sah.
29
 
7. Hak Perempuan Atas Mahar 
Konsep tentang mas kawin/mahar adalah menjadi bagian yang essensial 
dalam pernikahan. Mas kawin/mahar adalah menjadi hak ekslusif perempuan. 
Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Disisi 
lain Al-Qur’an memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan 
dengan memberi mas kawin/mahar, karena memperoleh keuntungan. al-Qur’an 
menjelaskan dalam An-Nisa/4:24 sebagai berikut: 
                             
                            
                        
                  
Terjemahnya: 
“Dan (diharamkan juga kalian mengawini) perempuan yang bersuami 
kecuali budak-budak yang kalian miliki.(Allah telah menetapkan hukum 
itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian.Dan dihalalkan bagi kalian selain 
yang demikian (yaitu) mencari istri dengan harta kalian untuk dikawini 
bukan untuk berzina.Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) 
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diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) 
sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap 
sesuatu yangbagi kalian telah merelakannya sesudah menentukan mahar 
itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”30 
 
Asbab al-Nuzul ayat tersebut, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa,  
orang Hadrami membebani kaum lelaki dalam membayar mahar dengan harapan 
dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk 
mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai 
ketentuan pembayaran mahar atas kerelaan kedua pihak.
31
 
Sementara itu, Murtadla Muthahari berpendapat dalam bukunya Hak-Hak 
Wanita dalam Islam sebagai berikut “mahar adalah hak milikperempuan itu 
sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya.Al-Quran telah menunjukkan 
tiga pokok dasar dalam ayat ini.pertama, mahar disebut shaduqah, tidak 
disebutmahar. Shaduqah berasal dari katashadaq, mahar adalahsidaq atau 
shaduqah karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta 
kasih. Kedua, kata ganti hunna(orang ketiga jamak feminism) dalam ayat ini 
berarti mahar bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuanitu sendiri bukan hak 
ayahnya, ibunya atau keluarganya. Ketiga, nihlah (dengan sukarela, secara 
spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurnah bahwa mahar tidak 
mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.” Dari ayat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa, perempuan kalau akan menikah berhak mendapat 
mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena 
disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya. 
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8. Memberi mahar dengan kontan atau Utang  
Pelaksanaan mahar dengan kontan dan hutang, atau bisasebagian kontan 
sebagian hutang.Hal ini terserah kepada adat kebiasaan masyarakatnya yang 
berlaku.Dalam hal penundaan pembayaran mahar (diutang) terdapat dua 
perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat 
bahwa mahar itu tidak boleh di berikan dengan cara di utang keseluruhan. 
Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, 
tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakalah akan 
menggauli istrinya. 
Tidak wajib membayar mahar seluruhnya kecuali suami istri telah 
melakukan persetubuhan, maka suami wajib membayar mahar seluruhnya dan 
apabila suami isteri tidak pernah melakukan persetubuhan dan terjadi perceraian 
maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang di janjikan.
32
 
apabila suami isteri tidak pernah melakukan persetubuhan dan terjadi 
perceraian maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang di janjikan.
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B. Pemberian Mahar Dalam Islam 
1. Pandangan islam terhadap pemberian mahar 
Salah satu upaya islam mengangkat harkat dan martabat wanita adalah 
mewajibkan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk memberikan 
mahar kepadanya, yang tidak pernah diterima sebelum Islam datang. Disamping 
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Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat h. 43-44 
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Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 43-44 
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sebagai suatu hak wajib baginya, mahar juga merupakan penghormatan hak-hak 
wanita, khususnya dalam masalah harta. Mahar tidak dimaksudkan sebagai harta 
kehormatan diri wanita yang membuat tunduk pada suami, karena masalah 
keharusan taat dan melayani suami termasuk dalam hak dan kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh masing-masing suami istri, karena itu, mahar tidak ada 
ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan 
masing-masing. 
34
 
Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita 
dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar 
(mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 
jkepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.
35
 
2. Kadar Pemberian Mahar 
Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar yang 
harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah 
bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai tanpa melihat sedikit 
atau banyak, maka dibolehkan sebuah cicin dari besi, secangkir kurma atau berupa 
pengajaran al-Quran dan sebagainya, asalkan kedua pihak (mempelai laki-laki dan 
wanita) sama-sama rela.
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Imam Syafi’I, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari 
kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. 
Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi suatu yang lain dapat dijadikan 
mahar. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut 
Imam Malik.
37
 
Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas 
terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu 
paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau 
bias dengan barang yang sebanding berate mas dan perak tersebut.
38
 
Karena itu islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekalipun 
ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu 
akan memberikan barakah dalam kehidupan suami isteri, dan mahar yang murah 
menunjukkan kemurahan hati si perempuan.  
Hal ini disebabkan kondisi manusia yang berbeda-beda khususnya dalam 
masalah pemilikan harta benda, dan islam itu sendiri merupakan agama yang 
harus mengayomi masyarakat papan atas dan bawah, dimana perkawinan 
merupakan kebutuhan dasar manusia normal.
39
 
Ada beberapa ketentuan mahar yang telah diatur dalam kompilasi Hukum 
Islam, yaitu: 
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a. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 
yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak. 
b. Penentuan mahar berdasarkan asar kesederhanaa dan kemudahan yang 
dianjurkan oleh ajaran Islam. 
c. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu 
menjadi hak pribadinya. 
d. Penyerahanmahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita 
menyetujui, penyerahannya mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya 
atau sebagian. 
e. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. 
f. Suami yang menalak isterinya qabhla al-dukhul wajib membayar setengahh 
mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 
g. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan 
barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama 
nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang 
hilang. 
h. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang 
ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. 
i. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon 
mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar 
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dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerimanya mahar karena 
cacat, suami harus menggantinya dengan mahar yang lain yang tidak cacat.
40
 
Dalam inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI), 
juga tidak dijelaskan mengenai ukuran mahar yang akan diberikan, hal ini 
menunjukan bahwasanya mahar itu benar-benar disesuaikan dengan keadaan dan 
kondisi social suatu masyarakat, sehingga tidak dibuat suatu ukuran yang pasti 
tentang jumlah mahar. 
Serta dalam inpres No. 1 TAHUN 1991 TENTANG kompilasi Hukum 
Islam (KHI) tidak disebutkan secara pasti mengenai jumlah mahar yang harus 
diberikan kepada pihak wanita,’ hal ini sesuai dengan pasal 31 yaitu 
“penentuanmahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang 
dianjurkan oleh ajaran islam”41 
 
C. Pengembalian Mahar Jika Terjadi Perceraian 
1. Pengembalian Mahar Apabila Terjadi Talak Qabla Al Dukhul 
Wanita yang telah menjalin akad nikah sebelum berhubungan intim, 
berhak memperoleh setengah mahar. Sebagaimana allah berfirman dalam surah 
al-Baqarah/2: 237. 
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                  
                     
                      
 
Terjemahnya: 
“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika 
isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang 
ikatan nikah, dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.Sesungguhnya 
Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”42 
Setelah hubungan intim, istri berhak menerima seluruh mahar, karena 
wajibnya pelunasan mahar adalah karena hubungan intima tau kematian. Jika 
sumber furqah sebelum berhubungan intim berasal dari pihak istri karena dia 
masuk islam, atau suami melakukan fasakh karena aib pada dirinya, atau istri 
murtad, maka mahar yang telah ditentukan ketika akad gugur seluruhnya. 
Demikianlah ketetapan yang sahih dari hakim dan mahar mitsil.Dalam kasus 
diatas, mahar tidak wajib diberikan.Sebab, jika wanita tersebut melakukan fasakh 
nikah, berarti dia telah memilih untuk bercerai.Begitu pula, apabila si suami yang 
melakukan fasakh dan itu sebab air si istri, maka seolah-olah wanita itulah yang 
melakukan fasakh.
43
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Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan 
menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan 
hubungan seksual dan khalwat (bagi yang mengakuinya), maka gugurlah separuh 
mahar. Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebut mahar, maka si 
wanita tidak memperoleh apa pun kecuali mut’ah. 
Menurut Mazhab Syafi’I dan Hambali perpisahan ini apakah akibat 
perceraian maupun akibat pembatalan, jika mahar yang yang diberikan adalah 
mahar yang ditentukan dalam akad, dan penentuannya tersebutshahih, dan 
perpisahan ditimbulkan oleh pihak suami. Ini dalam perceraian dan berbagai jenis 
perpisahan yang lainnya diqiyaskan dengannya karena memilihki kandungan 
makna yang sama. Jika mahar benar-benar tidak ditentukan di dalam akad seperti 
akad pernikahan tafwidh. Atau kedua pasangan suami istri sepakat untuk kawin 
tanpa mahar, penentuannya tidak benar, dan terjadi perpisahan dengan keridhaan 
masing-masing suami istri, atau dengan keputusanqadhi, dan perpisahan ini 
terjadi sebelum khalwat menurut mazhab hanafi dan hambali, maka istri sama 
sekali tidak berhak mendapatkan mahar. 
44
 
Kalau suami belum membayarkan apa pun kepada wanita yang kepadanya 
dia harus membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah 
menyerahkan seluruhnya, dia boleh memkinta kembali separuhnya bila 
mahartersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang senilai dengan mahar 
tersebut manakala mahar yang dulu diberikan telah habis. 
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Seandainya kedua bela pihak tidak menyebutkan mahar dalam akad, 
kemudian mereka sepakat tentang suatu mahar, tapi sesudah itu si suami 
menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual dengannya, maka 
muncul pertanyaan: apakah istrinya itu boleh mengambil separuh dari mahar yang 
telah disepakati itu, sebagaiman halnya bila mahar tersebut disebutkan dalam 
akad, ataukah dia tidak menerima apapun kecuali mut’ah seperti yang terjadi 
manakal mereka belum sepakat. 
Syafi’i Imamiyah dan Maliki berpendapat bahwa, wanita tersebut 
memperoleh separuh mahar yang ditentukan sesudah akad.Sementara itu Hambali 
berpendapat wanita tersebut memperoleh separuh yang telah ditetapkan sesudah 
akad, dan tidak mendapat mut’ah.45 
2. Statusmahar ba’da dukhul. 
Apabila seorang suami telah menggauli istrinya, maka dia wajib 
menyerahkan maharnya sebagai pengganti karena telah menggaulinya.Maka 
mahar menjadi hak milik istri karena dia telah memberikan hak 
suaminya.sebagaiman Allah berfirman al-Nisa/4:20. 
                      
                       
 
Terjemahnya: 
“Dan jika kami ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang 
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banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 
sedikitpun”.46 
Apabila pernikahan batin saja bias menjadikan mahar hak milik istrinya 
sepenuhnya jika dia sudah digauli, dalam pernikahan yang sah istri lebih berhak 
untuk mendapatkan mahar tersebut sepenuhnya.Maka telah ditetapkan 
bahwasanya mahar akan menjadi hak perempuan apabila dia digauli, walaupun 
dia digauli dengan cara dalam keadaan yang diharamkan
47
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BAB III 
METEDOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan  bersumber dari hasil 
wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses sengketa pengembalian mahar 
yang diteliti dalam putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs.  
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di 
Pengadilan Agama Maros kelas 1B karena pengadilan tersebut mempunyai 
wewenang menangani perkara perdata.. Selain itu, Pengadilan Agama Maros 
Kelas 1B memudahkan peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan 
informasi demi terpenuhinya  tujuan penelitian penulis. 
 
B. PendekatanPenelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif dan Yuridis. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang 
berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur’an, hadis, 
maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan mahar dalam penyelesain 
sengketa pengembalian mahar dalam perceraian qabhla dukhul kasus dari putusan 
No. 571/Pdt.G/2015/PA.Mrs. Pendekatan Yuridis berupa perundang-undangan 
dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
ini. 
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C. Sumber Data 
1. Data Primer
1
 
Penyusun menggunakan sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara 
Mahar No517/Pdt.G/2015/PA. Mrs.  
2.   Data Sekunder
2
 
   Cara lain yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu 
dengan wawancara kepada para responden, baik itu hakim mediator maupun 
pihak-pihak yang terkait dengan sengketa tersebut. Dalam hal ini penulis 
menggunakan pedoman wawancara agar responden dapat dengan mudah 
memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan 
informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi 
sebagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang 
penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan 
proses pengembalian mahar di Pengadilan Agama maros. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka 
peneliti melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yakni melalui metode 
                                                             
1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan 
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 30. 
2
Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,h. 30 
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penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field 
research). 
1. Metode penelitian Kepustakaan (library research) 
Metode penelitian kepustakaan (linrary research) merupakan penelitian 
yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan 
menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
2. Metode penelitian lapangan (field research) 
Metode penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang 
dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh dengan dua 
cara, yaitu: 
a. Wawancara (interview), adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 
menggunakan sejumlah pertanyaan dengan tulisan yang terstruktur, untuk 
dijawab. Interview ini untuk memperoleh data dan informasi yang tidak dapat 
diperoleh melalui pengamatan. Dalam hal ini wawancara bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar 
dalam perceraian qabhla dukhul dalam putusan No. 571/Pdt.G/2015/PA.Mrs 
b. Dokumentasi, yaitu untuk lebih menyempurnakan penelitian  ini, peneliti juga 
melakukan dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu 
dengan cara memperoleh data dengan membaca dan mempelajari dokumen 
yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, 
laporan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara 
langsung.  Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan 
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dokumen tentang perkara sengketa pengembalian mahar pada putusan No. 
571/Pdt.G/2015/PA.Mrs.  
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji 
validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur 
apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin 
diungkapkan. 
Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 
focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 
data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 
kesimpulan atas temuannya.
3
 
Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen 
Non test, yang berupa: 
1. Guide (Pedoman Wawancara) 
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioer lisan 
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi 
dari narasumber. 
2.  
                                                             
3
Sugiono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D(Bandung: 
Alfabeta, 2009), h. 306.  
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3. Alket  
Dalam hal ini pengamatan langsung, rekaman, gambar, dan rekaman suara. 
4. Objek  
Penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang mengkaji, dalam hal ini pihak  pengadilan 
Agama Maros Kelas 1B. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Data yang diperoleh dari PA Maros dan bahan-bahan yang dibutuhkan 
tentang sengeketa pengembalian mahar dideskripsikan, dianalisis, dan 
disimpulkan  secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi 
ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan 
rujukan dalam menyelesaikan permasalahn hukum yang menjadi objek penelitian. 
G. PengujianKeabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
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tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga 
data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasi sebagai bahan  referensi. 
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BAB IV 
PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERCERAIAN QABHLA DUKHUL DI 
PENGADILAN AGAMA MAROS 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros 
1. Sejarah berdirinya pengadilan Agama Maros 
Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 
tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No. 5 
tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.  
Perjalanan Pembentukan Pengadilan Agama Maros, dimulai pada masa 
sebelum penjajahan, Peradilan agama telah dikenal bersamaan masuknya agama 
Islam di Indonesia dengan menunjukkan keberadaannya sekaligus berfungsi sebagai 
penasehat bagi kesultanan Islam, hal ini berlangsung sampai masa penjajahan 
Belanda.Penjajahan Belanda juga mencampuri urusan pengadilan agama dengan 
dikeluarkannya Stb. 1882 No. 152 tahun 1882, yang dikenal dengan “Priesterraad” 
kemudian diubah dengan Stb. No. 610 tahun 1937 mengenai wewenang untuk 
pengadilan agama di Jawa dan Madura. 
Masa kemerdekaan,  Pada tahun 1946 Presiden RI telah menetapkan Undang-
Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk. Dengan meningkatnya tugas-tugas bidang kepenghuluan dan 
pencatatan NTCR maka atas resolusi konprensi jawatan agama seluruh Jawa dan 
Madura tanggal 12 s/d 16 November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari 
penghulu kabupaten. Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu 
kabupaten sebagai kepala pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni 
ketua pengadilan agama sebagai Qadhi dan Hakim Syara’. Berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah No. 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan 
Irian Barat serta tempat kedudukan dan daerah hukumnya dan Peraturan Menteri 
Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, 
termasuk Pengadilan Agama Maros di Sulawesi Selatan. 
Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Pengadilan Agama 
Maros adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin 
kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan agama yang 
kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat 
tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh 
karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-
Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan agama oleh 
pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran peradilan agama oleh 
undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat 
melaksanakan keputusannya sendiri. 
Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang. Pada amandemen ketiga 
Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 menentukan dalam pasal 24 
ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. Dari hal di atas, lahirlah Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti 
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Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 1970. Keberadaan undang-undang tersebut, untuk 
mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 
2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan 
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah 
Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa terhitung 
tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen 
Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial. 
Amandemen dan perubahan undang-undang tersebut di atas memaksa dan 
menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya 
masyarakat muslim.  
Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, peradilan agama sudah 
sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal di bawah 
naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 49 
undang-undang tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal 
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.  
a. Terbentuknya Kabupaten Maros  
Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi 
Selatan. Dalam konteks sejarah pada abad XV, di daerah ini pernah berdiri sebuah 
kerajaan yaitu Kerajaan Marusu dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ripalare.  
Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Marusu telah memberi pengaruh psikologis dan 
disegani, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak mudah menaklukkannya. 
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Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi persaingan di antara kerajaan karena 
masing-masing punya kepentingan politik serta menginginkan agar nama kerajaannya 
ditetapkan sebagai nama ibukota Kabupaten Maros.  
Sistem pemerintahan adat yang berlaku ialah: 
1) Pemerintahan adat Toddo Limae  
2) Pemerintahan adat Gallarang Appaka  
3) Pemerintahan adat Lebbo Tengngae 
Pada tanggal 1 Februari 1960, Kabupaten Maros ditetapkan sebagai daerah 
otonomi (Swatantra II) yang ditandai dengan pengangkatan bupati pertama, Nurdin 
Djohan, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari tahun 1960, oleh 
karena itu, hari jadi Kabupaten Maros diperingati setiap tanggal 1 Februari.  
Para Pimpinan Pengadilan Agama Maros  
Berikut adalah para pimpinan Pengadilan Agama Maros dari awal 
terbentuknya hingga kini.  
a) K. H. Abdul Hannan, III/a, S L T A, 1963 – 1977  
b) K. H. Abd. Hakim, III/c, S L T A, 1977 – 1984  
c) K. H. Alwi Ali, III/c, S L T A, 1984 – 1991  
d) Drs. M. Tahir Hasan, IV/a, Sarjana (S.1), 1991 – 1995  
e) Drs. M. Djufri Ahmad, S.H., III/d, Sarjana (S.1), 1995 – 1997  
f) Drs. H. M. Kamil, S.H., IV/a, Sarjana (S.1), 1997 – 1999  
g) Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., IV/a, Pasca Sarjana (S.2), 1999 – 2004  
h) Drs. Muh. Arief Musi, S.H., IV/a, Sarjana (S.1), 2004 – 2008  
i) Drs. Usman S., S.H., IV/b, Sarjana (S.1), 2008 – 2010  
j) Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., IV/b, Pasca Sarjana (S.2), 2010 – 2012  
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k) Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. Pasca Sarjana (S.2) 2014 – 2016  
l) Dr. Slamet, M.HI. Magister (S.3) 2016- 2017  
m) Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. (S.2) 2017- Sekarang 
Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama Maros, 
dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan 
pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum 
dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat 
sebagai berikut:  
b. Kelembagaan  
Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain 
yang secara nyata dan didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang 
memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
c. Materi Hukum  
Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan 
dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum 
Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, kemudian hukum 
mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum 
formil peradilan agama perlu dikembangkan.  
d. Personil  
Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum yang 
profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masvarakat ia orang yang 
menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat 
sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim. 
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2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Maros 
V I S I : 
"Terwujudnya Pengadilan Agama Maros yang Berwibawa, Profesional, Terhormat 
dan Dihormati"  
M I S I : 
a. Mewujudkan pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan`  
b. Meningkatkan kinerja aparatur peradilan  
c. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan 
d. Meningkatkan sarana dan prasarana 
 
3. Wilayah Yurisdiksi 
Kota Maros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan Agama yang merupakan 
Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten Maros, Propinsi 
Sulawesi Selatan, yang daerah hukumnya meliputi 14 kecamatan di kabupaten Maros. 
Keempat belas kecamatan yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PA Maros 
adalah : 
1) Kecamatan Mandai 
2) Kecamatan Moncongloe 
3) Kecamatan Maros Baru 
4) Kecamatan Marusu 
5) Kecamatan Turikale 
6) Kecamatan Lau 
7) Kecamatan Bontoa 
8) Kecamatan  Bantimurung 
9) Kecamatan Simbang 
10) Kecamatan Tanralili 
11) Kecamatan Tompobulu 
12) Kecamatan Camba 
13) Kecamatan Cenrana 
14) Kecamatan Mallawa 
 
 
 
 
 
47 
 
4. Struktur Organisasi 
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1-B 
Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Maros kelas 1B Tahun 2018 
 
5. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang:  
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a. PERKAWINAN 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 
1) Izin beristri lebih dari seorang;  
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat;  
3) Dispensasi kawin;  
4) Pencegahan perkawinan;  
5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;  
6) Pembatalan perkawinan;  
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;  
8) Perceraian karena talak;  
9) Gugatan perceraian;  
10) Penyelesaian harta bersama;  
11) Penguasaan anak-anak;  
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 
yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;  
14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;  
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;  
16) Pencabutan kekuasaan wali;  
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17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut;  
18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 
(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;  
19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya;  
20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam;  
21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran;  
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 
yang lain  
b. WARIS  
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris. 
c. WASIAT  
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal 
dunia.  
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d. HIBAH  
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  
e. WAKAF  
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.  
f. ZAKAT  
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya.  
g. INFAK  
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 
karena Allah Subhanahu Wata'ala.  
h. SHODAQOH  
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.  
i. EKONOMI SYARI'AH  
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi 
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syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat 
berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; 
Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; Bisnis syari'ah; 
6. FUNGSI 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
a. Fungsi mengadili (judicial power) Menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).  
b. Fungsi pembinaan Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).  
c. Fungsi pengawasan Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / 
Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).  
d. Fungsi nasehat Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe: Pasal 52 ayat 
(1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006.  
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e. Fungsi administrative Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 
persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).  
f. Fungsi lainnya: 
1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain 
(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).  
2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya 
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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B. Proses Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian Qabla 
Dukhul pada Putusan No.17/pdt.G/2015/PA.Mrs. 
Proses penyelesaian sengketa perkara pada umumnya yang diajukan di 
Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau isteri 
selaku penggugat. Di sini peneliti akan memaparkan bagaimana proses penyelesaian 
sengketa pengembalian mahar yang dimulai dengan proses pendaftaran cerai gugat 
oleh istri di Pengadilan Agama Maros. 
Prosedur penyelesaian pekara perceraian di Pengadilan Agama. 
1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama  
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilam agama untuk menghadiri 
persidangan.   
3. a. Tahapan persidangan: 
1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 Undang-Undang No. 
7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006).  
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar 
terlebih dahulu menempuh mediasi ( pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003).  
3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 
membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan 
kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat 
mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (pasal 132a HIR,158 R.Bg)  
b.  Putusan pengadilan agama atas cerai gugat.  
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan    
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Agama memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah 
pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut diberitahukan 
kepada pihak. 
Dalam perkara putusan No.517/PDT.G/2015/PA.Mrs Pendaftaran perkara 
cerai gugat itu dimulai dengan mendaftar di Pengadilan Agama Maros didahului 
dengan mengajukan surat gugatan kepada panitera Pengadilan Agama, Ketika surat 
telah diterima diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM  
(Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai 
dengan nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan 
Agama melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera. Lalu penggugat dan 
tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Maros untuk menghadiri persidangan. 
Sidang pertama dalam perkara putusan no.517/pdt.g/2015/PA.Mrs. pada hari 
selasa tanggal 24 November 2015 dalam perkara cerai gugat antara Fina binti 
Nardin melawan Muhammad Bayu bin H. Soleh, setelah sidang dibuka, pengugat 
dan tergugat dipanggil menghadap kepersidangan namun penggugat menghadap 
sendiri sedangkan tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas 
No.517/pdt.g/2015PA.Mrs tanggal 12 Nopember 2015 yang dibacakan di 
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke 
persidangan, lalu sidang ditunda sampai tanggal 8 desember 2015 untuk memanggil 
kembali tergugat. 
Sidang kedua pada tanggal 8 Desember 2015 penggugat dan tergugat 
menghadap sendiri dan sidang kedua ini merupakan upaya perdamaian atau mediasi 
yang dilakukan oleh hakim mediator Marwan, S. Ag., M. Ag  yang telah ditunjuk dan 
disepakati oleh kedua bela pihak (Penggugat dan Tergugat) . sesuai dengan acuan dari 
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PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagaimana telah diubah 
dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang pada intinya keharusan melakukan mediasi, 
karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal 
demi hukum. Namun dalam perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs hasil mediasi 
tertanggal 21 Desember 2015 yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut 
dilakukan mediasi oleh mediator Marwan, S. Ag., M. Ag. ternyata tidak berhasil 
mencapai kesepakatan,
1
 lalu persidangan tetap dilanjutkan dan ketua majelis hakim 
menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya akan tetapi penggugat tetap pada 
niatnya ingin bercerai kepada suaminya. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat 
tertanggal 03 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama.     
Sidang lanjutan pada hari selasa tanggal 5 januari 2016 proses jawab 
menjawab,  penggugat dan tergugat hadir sendiri, tergugat membenarkan sebagian 
jawaban penggugat bahwa  dia tidak membenarkan kalau dia hidup bersama selama 2 
bulan menurutnya tidak cukup satu bulan, tergugat juga menjelaskan bahwa dia tidak 
pernah melakukan hubungan badan karena penggugat sendiri tidak mau melayaninya 
akan tetapi menurut penggugat dia telah berusaha melayaninya tetapi tergugat sendiri 
yang tidak mampu melakukannya tergugat hanya mengelitik saja hingga penggugat 
tidak bisa tidur, dan tergugat juga menjelaskan kalau Penggugat tetap ingin bercerai 
maka saya akan mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik) berupa, 
pengembalian uang belanja atau uang naik sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh 
juta rupiah) dan Pengembalian mahar berupa cincin emas 1,5 gram. Jadi pada saat 
proses perkara cerai gugat berlangsung tergugat bisa mengajukan gugatan rekonvensi 
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Marwan, S. Ag., M.Ag. selaku hakim Mediator di Pengadilan Agama Maros kelas 1B, 
wawancara ( Tanggal 18 April 2018). 
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(gugat balik). Gugatan rekonvensi di atur dalam pasal 132A ayat 1 HIR menyatakan 
tergugat dapat mengajukan gugat balas atau rekonvensi dalam segala perkara, pasal 
158 R.Bg juga menjelaskan  bahwa: 
1) tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-sebaliknya bersama-
sama dengan jawabannya yang  tertulis atau lisan.  
2) Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik   
3) Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus denga satu keputusan, 
kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih 
dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan-asal atau gugatan 
balik yang belum putus harus diselesaikan oleh hakim yang sama.  
4) Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal 
ditambah dengan nilai  gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk 
memutus dalam tingkat akhir.  
5) Akan tetapi jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus 
diiikuti ketentuan-ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding. 
Menurut pak Dr. Muktaruddin Bahrun, S.HI, MH.  selaku Hakim di 
Pengadilan Agama Maros mengatakan  bahwa Pengajuan gugatan Rekonvensi  
merupakan suatu hak istimewa yang diberikan hukum acara dan di mana dalam 
perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs  gugatan konvensi tergugat menjadi pengugat 
(suami) di dalam gugatan rekonvensi dan penggugat konvensi menjadi tergugat (istri) 
dalam gugatan  rekonvensi.
2
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 Dr. Muktaruddin Bahrun, S.HI.MH , Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Maros kelas 1B, 
Wawancara ( 16 April 2018) 
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Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan ibu  Adhayani Saleng 
Pagesongan, S.Ag. Hakim anggota yang menangani perkara tersebut menjelaskan 
bahwa penggugat mengajukan replik dan penggugat mengatakan dalam repliknya 
bahwa penguggat bersedia mengembalikan mahar cincin emas 1,5 gram,  tetapi  uang 
belanja sejumlah 20 juta rupiah, penggugat tidak mampu mengembalikannya karena 
sudah dipakai untuk menjamu tamu-tamu pada acara pesta pernikahan, dan  kalau 
Tergugat juga bisa merubah status saya sebagai janda menjadi status perawan atau 
gadis. Lalu tergugat mengajukan duplik, tergugat mengatakan bahwa dia bersedia 
menerima mahar cincin emas 1,5 gram,  tetapi  uang belanja sejumlah 20 juta rupiah. 
Setelah tergugat mengajukan duplik maka proses Tanya jawab pun selesai, kemudian 
di lanjutkan dengan proses pembuktian.
3
 
Dalam proses pembuktian sidang lanjutan perkara No. 
517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. Pada tanggal 19 januari 2016 penggugat dan tergugat 
membawa masing-masing saksi, dan penulis mengamati dalam berita acara sidang 
hakim memberikan wewenang kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksi-
saksinya terlebih dahulu, dalam kesaksian pihak penggugat mereka membenarkan 
Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember 2012  di rumah orang 
tua penggugat di Dusun  Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, 
Kabupaten Maros, mereka hanya tinggal dan rukun bersama kurang lebih 2 bulan 
Dan maharnya berupa cincin emas 1,5 gram di bayar tunai. Dan selanjutnya 
kesaksian dari pihak tergugat mengatakan juga sama seperti pernyataan saksi pihak 
penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember 2012  
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di rumah saya di Dusun  Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, 
Kabupaten Maros.mereka hanya tinggal dan rukun bersama selama kurang lebih 2 
bulan Dan maharnya berupa cincin emas 1,5 gram di bayar tunai. Kesimpulan dalam 
perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat 
dan tergugat tetap menuntut mahar dan uang panaiknya apabila penggugat tetap ingin 
bercerai.
4
 
Kemudian sidang lanjutan perkara No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs pada tanggal 
16 februari 2016 yaitu sidang keputusan majelis hakim, dalam berita acara sidang 
hakim menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut. 
MENGADILI 
Dalam Konvensi 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi. 
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi, Rina binti Nurdin dengan 
Tergugat Konvensi, Muhammad Bayu bin H. Sholeh yang dilaksanakan pada 
tanggal 14 Nopember 2012 di Dusun Carangki Utara, Desa Lekopancing, 
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.  
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat Konvensi, Muhammad Bayu bin H. 
Abd. Salam, terhadap Penggugat Konvensi, Fina binti Nardin.Konvensi, 
Muhammad Ilyas bin H. Abd. Salam terhadap Penggugat, Rina binti Nurdin. 
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan 
putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  Kantor  Urusan Agama Kecamatan 
Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 
                                                             
4
Data Observasi dalam Beita Acara Sidang Putusan Perkara No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di 
Pengadilan Agama Maros, 18 April 2018. 
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Dalam Rekonvensi 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat  Rekonvensi untuk sebagian. 
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin 
emas seberat 1,5 (satu setengah) gram kepada Penggugat Rekonvensi.  
3. Tidak menerima untuk selainnya.  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp  891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim maka putusan tersebut telah 
berkekuatan hukum tetap dan panitera Pengadilan Agama maros  memberikan Akta 
cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari 
setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak.
5
 
Dan dari hasil wawancara penulis dengan tergugat rekonvensi (istri) ibu  Fina 
binti Nardin dia mengatakan merelakan maharnya di kembalikan semuanya ke 
penggugat rekonvensi (suami) dikarena mahar tersebut hanya emas 1,5 gram dan 
masih ada tersimpan, ibu fina juga mengatakan waktu itu dia akan segera menikah 
lagi dengan pria lain karena sudah 3 tahun pisah ranjang sama suaminya makanya 
ingin perceraian berjalan dengan lancar dan cepat terselesaikan.
6
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 Putusan Perkara No.517/Pdt.G/2015/PA,Mrs.  
6 Fina binti Nardin selaku tergugat rekonvensi (istri), wawancara (23 Juni 2018) 
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C. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Pengembalian Mahar 
Qabla Dukhul pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. 
  Dalam perkara gugatan  cerai pada putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs.  di 
mana setelah melalui tahap proses persidangan, pada tahap musyawarah majelis 
hakim. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu  Adhayani Saleng 
Pagesongan, S.Ag. selaku hakim anggota yang menangani perkara tersebut 
mengatakan bahwa pertimbangannya pada saat memutuskan perkara tersebut untuk 
mengembalikan mahar seutuhnya kepihak suami atau penggugat dalam gugatan 
rekonvensi karena tergugat rekonvensi atau pihak istri mengatakan dengan sendiri 
bahwa dia menyanggupi pengembalian mahar sebuah cincin emas 1,5 gram yang 
diminta oleh suami apabila terjadi perceraian, jadi perkara pengembalian mahar 
tersebut hakim tidak terlalu mempertimbangankan karena disini istri tersebut ridho 
untuk mengembalikan mahar yang diminta oleh suami walaupun di dalam perkara ini 
adalah qabla dukhul.
7
 
Dan di dalam amar putusan perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs peneliti juga 
mengamati dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut terdapat 
salah seorang hakim yang berbeda pendapat yaitu bapak Andi Muhammad Yusuf 
Bakri, S.HI., M.H.  selaku hakim anggota dalam perkara tersebut mengenai gugatan 
pengembalian mahar maupun uang belanja. Hakim anggota tersebut berpendapat 
bahwa Tergugat (istri) menurut hukum tidak dapat dibebani pengembalian mahar 
baik sebahagian atau seluruhnya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan konvensi, 
antara keduanya telah terjadi khalwat shahihah meskipun tidak sampai terjadi 
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hubungan kelamin secara sempurna. Terlebih lagi bahwa tidak terjadinya hubungan 
kelamin yang secara sempurna dengan dukhul secara hakiki tersebut bukan di 
sebabkan oleh ke engganan tergugat untuk melakukannya, melainkan akibat 
ketidakmampuan penggugat sendiri melakukan penetrasi. 
Dalam proses persidangan perkara tersebut ibu  Adhayani Saleng Pagesongan, 
S.Ag. mengatakan bahwa pendapat berbeda dari bapak Andi Muhammad Yusuf 
Bakri, S.HI., M.H Bukan merupakan pendapat mayoritas hakim, sehingga menurut 
hukum tidak menjadi putusan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan 
hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-
undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan: 
“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, terdapat 
hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
8
 
Sehingga dalam rekonvensi majelis hakim menjatuhkan putusan menghukum 
tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas 1,5 gram 
kepada penggugat rekonvensi. 
 
D. Analisis Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul 
Pada Putusan No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. 
Dari hasil peneliti ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara sengketa 
pengembalian mahar dalam perceraian qabla dukhul di Pengadilan Agama Maros 
pada putusan No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs telah sesuai dengan prosedur penyelesaian 
perkara cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.  
                                                             
8
Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Maros 
kelas 1B, Wawancara ( 17 April 2018). 
62 
 
Prosedur penyelesaian pekara perceraian di pengadilan agama.  
Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan   agama  
1. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilam agama untuk menghadiri 
persidangan.   
2. a. Tahapan persidangan: 
1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 Undang-Undang No. 
7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006).  
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar 
terlebih dahulu menempuh mediasi ( pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003).  
3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 
membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan 
kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat 
mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (pasal 132a HIR,158 R.Bg)  
b.  Putusan pengadilan agama atas cerai gugat.  
   4)   Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan    
Agama memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah 
pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada 
pihak. 
     Dalam perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs telah melalui semua prosedur 
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sesuai prosedur, pada saat sidang pertama 
penggugat 1 hadir sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan, karena 
ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara cerai ini, maka proses mediasi tidak 
bisa dilakukan, setelah itu, pada sidang lanjutan setelah para pihak penggugat dan 
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tergugat hadir dalam persidangan. Setelah dinasehati dan didamaikan oleh majelis 
hakim tapi tidak bisa, maka kedua bela pihak harus menjalani tahap berikutnya yaitu 
tahap mediasi dan tahap mediasipun tidak mencapai kedamaian maka proses dalam 
perkara NO.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs dilanjutkan dengan persidangan berikutnya. 
     Peneliti mengamati dalam berita acara sidang pada perkara 
No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat 
proses replik-duplik atau proses Tanya jawab,  yaitu menuntut pengembalian mahar 
sebuah emas 1,5 gram dan uang belanja sebesar 20 juta apabila tergugat tetap ingin di 
ceraikan karena tergugat mengatakan dia sama sekali belum pernah berhubungan 
sama penggugat sebab penggugat tidak ingin melayani tergugat, dan ketika pihak 
tergugat mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik) penggugat tetap ingin 
bercerai dan dia bersedia mengembalikan mahar cincin emas 1,5 gram,  tetapi  uang 
belanja sejumlah 20 juta rupiah penggugat tidak mampu mengembalikannya karena 
sudah dipakai untuk menjamu tamu-tamu pada acara pesta pernikahan dan penggugat 
membantah tergugat kalau penggugat tetap mau meladeni Tergugat dan telah 
berusaha membukakan semua pakaiannya,   nanti setelah ketiga kalinya penggugat 
menolak  di rumah Tergugat karena penggugat telah berusaha  melakukan tetapi  
Tergugat tetap tidak mampu. 
Dalam kompilasi hukum Islam pasal Pasal 35 ayat 1  “bahwa Seorang suami 
yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah 
ditentukan dalam akad nikah”. Sedangkan majelis hakim mengabulkan tuntutan 
penggugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar seluruhnya berupa cincin 1,5 
gram. Peneliti melihat adanya perbedaan dalam kompilasi hukum Islam yang 
menentukan apabila terjadi perceraian qabla dukhul wajib membayar setengah mahar 
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yang telah ditentukan dalam akad nikah.  Akan tetapi dalam praktiknya mahar di 
kembalikan secara keseluruhan dengan pertimbangan bahwa istrinya rela dan 
menyanggupi untuk mengembalikan mahar tersebut berhubung penggugat dan 
tergugat sudah hampir 3 tahun pisah ranjang jadi pihak istri akan segera menikah lagi 
dengan lelaki lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dalam perkara perceraian 
qobla dukhul No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. berlangsung selama 5 bulan yang 
diawali dengan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat(istri)di 
Pengadilan Agama Maros telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di pengadilan Agama.dimana dalam proses perceraian tersebut 
suami selaku tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan 
balik) yaitu menuntut pengembalian mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan 
uang belanja sebesar 20 juta. Kemudian dalam proses replik-duplik Istrinya 
rela dan menyanggupi pengembalian mahar berupa cincin 1,5 pihak istri 
ingin segera proses perceraiannya dilancarkan dan cepat selesai karena akan 
segera menikah lagi dengan lelaki lain dan berhubung maharnya hanya 
sebuah cincin emas 1,5 gram dan masih ada tersimpan jadi dia merelakannya 
saja. Kemudian majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat konvensi 
Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat Konvensi, Muhammad Ilyas 
bin H. Abd. Salam, terhadap Penggugat Konvensi, Rina binti Nurdin. 
Selanjutnya dalam rekonvensi hakim memutuskan Menghukum Tergugat 
Rekonvensi (isteri) untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 
1,5 (satu setengah) gram kepada Penggugat Rekonvensi (suami). 
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2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian 
mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim 
mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi (suami) untuk mengembalikan 
mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa 
isteri selaku tergugat rekonvensi rela dan menyanggupi untuk 
mengembalikan mahar  berupa emas 1,5 gram. Walaupun salah satu hakim 
anggota dalam majelis hakim tersebut berbeda pendapat bahwa Tergugat 
(istri) menurut hukum tidak dapat dibebani pengembalian mahar baik 
sebahagian atau seluruhnya karena perceraian terjadi qobla dukhul. Akan 
tetapi perbedaan pendapat itu bukan merupakan pendapat mayoritas hakim, 
sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan perkara ini. Pemuatannya 
dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas 
ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undangNomor 48 tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “Dalam hal sidang 
permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, terdapat hakim yang 
berbeda wajib dimuat dalam putusan. Jadi Majelis hakim dalam putusan akhir 
mengabulkan pengembalian mahar karena isterinya sendiri yang rela dan 
menyanggupi pengembalian mahar tersebut. 
 
B. . Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, pada implikasi ini 
dikemukakan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian sebagai 
berikut: 
